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BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian

lepas di Rumah Sakit Imanuel kurang mendapatkan perhatian dari pihak

pengusaha.  Keadaan tersebut dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan perlindungan

hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah kerja dan tunjangan lain.  Dalam

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas mengalami

hambatan-hambatan baik dari pihak pekerja harian lepas, pihak pengusaha dan

pihak pemerintah.

Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Imanuel mencakup masalah

pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum yang masih dibawah

upah minimum kota, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan,

kebebasan berserikat dan hubungan industrial. Hal tersebut merupakan hambatan

yang terjadi pada pekerja yang ada di rumah sakit tersebut terutama pekerja harian

lepas, dikarenakan menejemen serikat buruh yang ada di rumah sakit tersebut

tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya konsultan hukum.  Serikat buruh

sangatlah penting, karena untuk menyusun PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan

terbentuknya hubungan industrial diperlukan adanya serikat buruh. Dalam proses

hubungan industrial tersebut perlu peran aktif pemerintah, karena pemerintah

merupakan tempat perlindungan para pengusaha dan pekerja jika terjadi konflik.
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Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja, hanya

melakukan pengawasan sebatas pembinaan saja, karena di dalam undang-undang

ketenagakerjaan tersebut tidak ada sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

Pelaksanaan perlindungan hukum perlu perhatian dari masing-masing pihak agar

dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.

1.2. Saran

Saran peneliti, untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja

harian lepas, pihak pengusaha seharusnya mempertegas peraturan yang ada

sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pekerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta perlu diupayakan oleh pemerintah dalam

hal ini Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk

menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan secara langsung kepada para

pihak yaitu pihak pekerja harian lepas dan pengusaha.  Dengan demikian dapat

dipahami dan dimengerti oleh pihak pekerja harian lepas dan pengusaha mengenai

hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ada timbal-balik dalam melakukan

hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Sebab, selama ini pemerintah hanya melakukan pengawasan secara tertutup saja,

artinya bahwa pemerintah hanya menunggu laporan dari setiap perusahaan yang

terdaftar pada dinas terkait.  Pembinaan yang dilakukan pemerintah juga hanya

mencakup  pengusaha, seharusnya para pekerja juga mendapat pembinaan.

Jaminan-jaminan yang diberikan kepada setiap pekerja cenderung tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku.  Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja yang

bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan upah, tanpa memahami jaminan-
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jaminan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tentunya sangat

merugikan pekerja.

Serikat buruh yang efektif sangatlah dibutuhkan dalam suatu hubungan kerja,

karena dengan adanya serikat buruh maka aspirasi para pekerja dapat ditampung

bahkan dapat diselesaikan.  Jika dalam suatu perusahaan tidak ada atau ada tetapi

tidak efektif, maka pihak buruh diperusahaan tersebut merupakan bagian yang

paling lemah, karena jika terjadi suatu permasalahan dalam hubungan kerja tidak

akan ada pembelaan bagi para pekerja.
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